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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasrkan pembahasan dan analisis dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa proses perlindungan saksi korban tindak pidana 

KDRT yaitu : 

Perlindungan hukum bagi saksi korban tindak pidan KDRT 

yang dilakukan oleh anggota TNI adalah dengan menerapkan Undang-

Undang nomor 13 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga memproses pelaku 

dengan dikenakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan perlindungan 

terhadap saksi korban tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh militer 

dibedakan dengan orang umum yaitu dalam militer dikenal adanya 

kesatuan yang tidak hanya melindungi dan mengayomi setiap 

anggotanya tetapi juga berwenang melindungi setiap angota keluarga 

militer yang membutuhkan bantuan dalam hal ini yaitu saksi korban 

tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh anggota militer. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan dalam upaya 

perlindungan saksi korban tindak pidana KDRT (Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga) yang dilakukan oleh militer yaitu : 
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1. Para penegak hukum harus lebih bekerja secara efektif dan total 

dalam melakukan tugas-tugsnya dengan baik dan benar. 

2. Penjatuhan sanksi bagi tindak pidana KDRT harus lebih berat agar 

dapat memberikan efek jera dan menjadi tolak ukur orang agar 

tidak melakukan tindak pidana KDRT tidak hanya anggota militer 

tapi orang umum juga. 

3.  Perlunya aturan baru yang lebih khusus yang mengatur tentang 

perlindungan saksi korban tindak pidana KDRT yang dilakukan 

oleh militer. 
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